PERJANJIAN PINJAMAN SUBORDINASI
A N T A R A

_____________________________

DENGAN 

___________________________

No. ______________

Perjanjian Pinjaman Subordinasi ini dibuat pada hari [   ] tanggal [   ] bulan [   ] tahun [   ] (__-___-___) di [   ] oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1.  _________________,
Direktur Utama PT _______________ (Perseroan) berkedudukan di _________, ____________, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Pasal ___ Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta nomor [  ] tanggal _______________(________) dibuat di hadapan __________________, Notaris di _______, demikian itu sah mewakili untuk/dan atas nama PT _________, selaku Pemakai Jasa/Anggota Kliring PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Debitur.
2.  _________________,
[jabatan dalam badan hukum] _________ berkedudukan di __________, ____________, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Pasal ___ Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta nomor ____tanggal _______________ (________) dibuat di hadapan __________________, Notaris di _________, demikian itu sah (mewakili untuk/dan atas nama PT _________________) untuk selanjutnya disebut sebagai Kreditur. 

atau 

Bertempat tinggal di [   ], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Kreditur. 

Terlebih dahulu menerangkan:

a. Bahwa Debitur adalah perusahaan efek selaku Anggota Bursa Efek Indonesia  yang bergerak sebagai perantara pedagang efek, bermaksud untuk meminjam uang dari Kreditur selaku pemegang saham Debitur untuk keperluan penambahan modal kerja dalam rangka kelancaran kegiatan usaha Debitur.
b. Bahwa Kreditur bersedia meminjamkan sejumlah uang kepada Debitur untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Debitur dan Kreditur dengan ini mengikatkan diri secara hukum dengan membuat Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 

Pasal 1

Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah pemberian pinjaman berupa dana dari Kreditur kepada Debitur untuk keperluan penambahan modal kerja dalam rangka kelancaran kegiatan usaha Debitur.

Pasal 2

Pemberian Pinjaman

1. Pinjaman diberikan Kreditur kepada Debitur secara tunai, seketika dan sekaligus sebesar Rp_____________ (_______________ rupiah) pada tanggal ____________.

2. Untuk pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Debitur wajib membayar bunga sebesar ____ % (__________________ persen) per tahun atau kompensasi apabila ada. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang berlalu, dimulai dari tanggal penerimaan dana, dengan perhitungan satu tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Perubahan mengenai besarnya suku bunga harus disetujui terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.
3. Sumber dana yang digunakan dalam rangka pemberian pinjaman tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
Pasal 3

Pengembalian Pinjaman

1. Pinjaman berikut bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dibayar kembali oleh Debitur kepada Kreditur dalam waktu __________ tahun atau selambat-lambatnya tanggal ______________.
2. Apabila dikehendaki oleh Debitur, pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dapat dipercepat pembayarannya kembali kurang dari __________ tahun atau sebelum tanggal ______________, dengan ketentuan Debitur tetap dapat memenuhi persyaratan besarnya Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
3. Pembayaran oleh Debitur kepada Kreditur dilakukan melalui Rekening Kreditur Nomor__________ pada Bank____________.

4. Apabila pembayaran pinjaman tersebut telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dan apabila pembayaran yang dipenuhi oleh Debitur mengakibatkan Debitur tidak dapat memenuhi persyaratan MKBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, maka tanggal jatuh tempo pinjaman, bunga dan kompensasi lain secara otomatis diperpanjang sampai dengan saat Debitur dapat melakukan pembayaran tanpa menyebabkan pelanggaran persyaratan MKBD.
Pasal 4

Kewajiban Para Pihak

1. Debitur wajib:

a. mengembalikan pinjaman pokok, bunga berikut kompensasi denda (jika ada) pada waktunya yang dilakukan melalui rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 juncto Pasal 3 ayat 3. 

b. menyerahkan hak opsi pelunasan pinjaman kepada Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam rangka pengembalian pinjaman Debitur pada saat pengembalian pinjaman jatuh tempo.

2. Kreditur wajib:

a. memberikan pinjaman kepada Debitur secara tunai dan sekaligus sejumlah dan pada waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1.

b. Menggunakan hak opsi pelunasan pinjaman berkenaan dengan cara pengembalian pinjaman Debitur sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

c. Memberikan perpanjangan pembayaran pokok pinjaman dan bunga dalam hal pembayaran dimaksud dapat menjadikan Debitur melanggar ketentuan-perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 4.

Pasal 5

Hak Opsi Pelunasan Pinjaman

Pada waktu pembayaran pinjaman jatuh tempo, Kreditur diberikan pilihan untuk pelunasan pinjaman sebagai berikut:

1. Penyelesaian dengan cara pembayaran secara tunai. 

2. Penyelesaian melalui konversi atas pinjaman sub ordinasi baik sebagian maupun seluruhnya ke dalam saham Debitur yang belum ditempatkan, setiap saat, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Rencana penyelesaian melalui konversi wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan ketentuan terkait kepemilikan Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan

b. Rencana penyelesaian melalui konversi wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Debitur.
3. Penyelesaian dengan cara memberikan penggantian berupa saham Debitur milik pemegang saham lain yang telah dihibahkan kepada Debitur baik sebagian maupun seluruhnya atas pilihan Kreditur, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Rencana penyelesaian melalui konversi wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan ketentuan terkait kepemilikan Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan

b. Rencana penyelesaian wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Debitur.
Pasal 6

PAJAK-PAJAK

Semua pajak-pajak yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan ditanggung oleh ____, dengan perincian sebagai-berikut:

1. ______________________

2. ______________________

Pasal 7

Wanprestasi

Dalam hal pinjaman Debitur sudah jatuh tempo dan Debitur dapat membayar pinjaman tersebut serta tetap dapat memenuhi persyaratan MKBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, namun Debitur tidak melakukan pembayaran kepada Kreditur atau tidak menjalankan hak opsi Kreditur, maka Debitur dikenakan kompensasi denda sebesar __% (___persen) dari nilai pokok pinjaman untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar __% (___ persen) dari nilai pokok pinjaman.

Pasal 8

Pelepasan Hak Didahulukan

1. Kreditur menyetujui bahwa seluruh pembayaran pokok pinjaman, bunga beserta  kompensasi denda dilakukan setelah semua pemberi pinjaman lain menerima pembayaran pokok pinjaman, bunga, atau kompensasi denda yang sudah jatuh tempo lebih dahulu atau bersamaan dengan pinjaman termasuk hak kepemilikan manfaat atas rekening Efek Debitur tersebut telah dibayarkan. 

2. Kreditur menyatakan bahwa kedudukan hak Kreditur adalah lebih rendah daripada kedudukan hak pemberi pinjaman lain. 

Pasal 9

Masa Berlaku
Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian dan akan berakhir 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, kecuali terjadinya perpanjangan waktu pinjaman akibat tidak dapatnya Debitur memenuhi pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini.

Pasal 10

Pengalihan Hak dan Kewajiban

Para pihak tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 11

Force Majeure

1. Masing-masing pihak tidak akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya dalam hal tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini karena akibat langsung dari Force Majeure.

2. Apabila terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena musibah harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama kepada pihak lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam sejak saat terjadinya Force Majeure tersebut dan harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari Force Majeure.

3. Yang dimaksud dengan Force Majeure di sini adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan dari salah satu pihak dalam perjanjian ini yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian yang termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian diluar kuasa manusia, hukum, peraturan/kebijakan Pemerintah, Putusan Pengadilan,  pemogokan buruh, tindakan-tindakan pengalihan atau perampasan oleh negara,  perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, kerusuhan, teroris, pemberontakan, huru-hara, kebakaran, ledakan, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, topan, angin ribut, banjir, wabah penyakit dan lain-lain sejenis dengan itu.

Pasal 12

Penyelesaian Sengketa
1. Setiap sengketa, perselisihan maupun perbedaan paham antara kedua belah pihak yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah.

2. Bila musyawarah tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini melalui Pengadilan.

Pasal 13

Domisili Hukum

Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 14

Lain-lain
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian antara Debitur dan Kreditur serta dituangkan secara tertulis yang ditandatangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

2. Semua surat atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini, wajib disampaikan dengan surat tercatat atau diantar dengan kurir dengan mendapat bukti tanda terima kepada alamat-alamat sebagai berikut:

Debitur dialamatkan kepada:

Direksi _______________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Telp.        : ______________________

Fax          : ______________________

Kreditur dialamatkan kepada:

_______________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Telp.        : ______________________

Fax          : ______________________

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang diberi meterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan dalam Perjanjian ini. 

	Debitur

[___________]

Direktur Utama
	Kreditur

[___________]

[Jabatan bila kreditur berbentuk badan hukum]
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